PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

JL.JENDRAL.A.YANI. NO.10 TELP. (0561) 710614

PONTIANAK

                                                                            

    KEPUTUSAN  KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

NOMOR : W2-TUN4/ 1123 /HM.01.1/VII/2010.

TENTANG 

PEMBENTUKAN  SATUAN PENGAWAS INTERNAL ( SPI ) 

 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

       Menimbang
:
1.  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :KMA/096/SK/X/2006 Tanggal 19 Oktober 2006 perihal Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak   dalam melaksanakan Tugas Pengawasan ;

                                              2.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2-TUN4/2420/UM.09.01/VI/2009 Tanggal 09 Juni 2009 Tentang Instruksi Pembentukan Satuan Pengawas Internal; 

 3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tentang Pemutasian beberapa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ;    

       Mengingat           :  
1.   Undang – Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;


2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14  Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ; 

                                       3.  Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004  tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 

                                       4.
Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan  ;



5.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat ;



6.  SEMA Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ;


   7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesaia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pegawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan  ;

                                              8.   Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/   

                                                    /096/SK/X/2006, Tentang  Tanggung  Jawab  Ketua   Pengadilan  Tingkat                               

                                                    Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Pengawas  

                                                    an ;

M E M U T U S K A N
       Menetapkan            :

 Pertama
:
Membentuk Satuan Pengawas Intern ( SPI ) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan susunan yang baru  ;

 Kedua                     :
Susunan Satua Pengawas Intern ( SPI ) Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang baru tersebut adalah : 



Ketua

: MULA HAPOSAN SIRAIT, SH, MH.

                                              Sekretaris
: I NYOMAN HARNANTA, SH.



Anggota
: MICHAEL RENALDY ZEIN, SH. 

Ketiga                    :
Tugas dan Kewajiban Satuan Pengawas Intern ( SPI ) tersebut adalah :

1.    Melakukan Pengawasan Di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan / DIPA termasuk dalam Pengadaan Barang dan Jasa ( Belanja Modal );
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2.    Menyusun laporan hasil pemeriksaan, baik dengan atau tanpa rekomendasi ; 

3.    Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak secara rutin setiap bulan ;

4.    Pelaksanaan Pengawasan tersebut tetap berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus 2006 khususnya tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa ;

    Keempat               :
Surat Keputusan ini  berlaku  sejak  tanggal ditetapkan, dengan ketentuan              

                                                    Bahwa apabila dikemudian hari terdapat  kekeliruan dalam keputusan ini, 

                                                    akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.   





DITETAPKAN DI
: PONTIANAK





PADA TANGGAL
: 15 JULI 2010
                                                    




K E T U A

                                                         UNDANG SAEPUDIN,  SH

                                                         NIP. 19570421 198311 1 001

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara

Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.   di Jakarta.

        2.
Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.

3.     Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di - Jakarta

4.
Yang Bersangkutan.

5.
Pertinggal.

